
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SORONG

NOMOR : 700/KEP- 11/INSP/2020

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS SUBSTANSI

AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

I N S P E K T U R ,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan intern yang

professional dan akuntabel dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Sorong, diperlukan Auditor yang memiliki

kualifikasi kompetensi sesuai dengan Standar

Kompetensi Auditor.

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Kepala

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor:

PER-21 l/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensii

Auditor.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menyusun

Standar Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten

Sorong, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

berapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9

Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



5. Peraturan Pernerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Republik Indonesia Tahun

2017 No 73, tahana Lembaran Negara Repubik

Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017

tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil

Negara.

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pemangunan Nomor PER-221/K/JF/2010 tentang

Standar Kompetensi Auditor;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

tentang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong;

9. Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Standar Kompetensi Teknis Substansi Auditor Inspektorat

Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Standar Kompetensi Auditor diluar Kompetensi Substansi,

mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-211/K/JF/2010

tentang Standar Kompetensi Auditor.

Standar Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Sorong

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi

seluruh jabatan fungsional Auditor/P2UPD di Lingkup

Inspektorat Kabupaten Sorong.

Subbagian Umum dan Kepegawaian lnspektorat Kabupaten

Sorong wajib menyusun peta kompetensi dan program

pengembangan kompetensi masing-masing Auditor yang

diperbaharui setiap akhir tahun, untuk memenuhi Standar



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Kompetensi Auditor sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU.

Standar Kompetensi Auditor secara berkelanjutandievaluasi

dan dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan

organisasi pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan akan diddakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mesetinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 09 Maret 2020

INSPEKTUR

CLIFF A. JAPSENANG, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda- IV/c

NIP. 19650427 198603 1 011



Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten

Sorong.

Nomor : 700/KEP-11/INSP/2021

Tanggal : 09 Maret 2021

Tentang : Standar Kompetensi Teknis

Substansi Auditor Inspektorat

Kabupaten Sorong

BAB 1

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS SUBSTANSI AUDITOR INSPEKTORAT

KABUPATEN SORONG

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah

Kabupaten Sorong dalam pencapaian tujuan melalui pendekatan sistimatis

dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas proses tata

kelola, pengendalian dan manajemen risiko serta untuk mendorong peran

dan fungsi APIP dalam Prevent, Deter dan Detect sebagai Early Warning

System, maka diperlukan sumber daya pengawasan salah satunya auditor

yang kompetensinya perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Standar kompetensi auditor bertujuan untuk memastikan auditor

memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan

untuk dapat melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten,

profesional, efektif dan efisien.

Standar kompetensi auditor berfungsi sebagai dasar dalam

pengangkatan, penyusunan/pengembangan program pendidikan,

pelatihan, dan pengembangan profesionalisme auditor; penetapan pola

sertifikasi auditor; pengembangan karier; penilaian kinerja; pemindahan

dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Auditor.

Standar kompetensi auditor terdiri dari kompetensi umum,

kompetensi teknik pengawasan, dan kompetensi teknik substansi.

Kompetensi umum dan kompetensi teknik pengawasan telah di atur oleh

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:

PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, wajib

dipedomani oleh auditor.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Nomor PER/-21 l/K/JF/2010 tentang Standar

Kompetensi Auditor, pasal 6 bahwa (1) standar kompetensi auditor tidak

menguraikan kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk



melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu yang secara khusus

memerlukan kompetensi yang relevan, (2) untuk dapat melaksanakan

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor wajib memiliki

kompetensi spesialis yaitu kompetensi yang terkait dengan teknis

substansi pengawasan tertentu dan teknik substansi spesifik karakteristik

unit, (3) Standar kompetensi spesialis teknis substansi pengawasan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersedniri oleh

organisasi profesi auditor spesialis yang bersangkutan, (4) Standar

kompetensi spesialis teknis substansi spesifik karakteristik unit

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersendiri oleh unit APIP

yang terkait dengan berkoordinasi dengan Instansi pembina Auditor.

Pengertian Auditor di atas sebagaimana dimaksud di atas mencakup

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) yang

berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di

lingkup Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Kompetensi Teknis Subtansi adalah kompetensi yang terkait

dengan teknis subtansi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Sorong. Kompetensi teknis subtansi 3 (tiga) bidang Kompetensi

yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi Standar Umum/ Manajerial;

2. Kompetensi Sosio Kultur;

3. Kompetensi Teknis.

B. Tujuan

Tujuan Standar Kompetensi Auditor di lingkungan Inspektorat

Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk

memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan

tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai

auditor yang kompeten, profesional, efektif, dan efisien.

Standar Kompetensi Auditor berfungsi sebagai dasar dalam

pengangkatan; penyusunan/ pengembangan program pendidikan,

pelatihan, dan pengembangan profesionalisme auditor; penetapan

pola sertifikasi auditor; pengembangan karier; penilaian kinerja;

pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan



Fungsional Auditor; serta sebagai dasar penetapan remunerasi

auditor.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar kompetensi auditor yang diatur dalam

Peraturan Inspektur ini meliputi Kompetensi Standar, Standar

Kompetensi Sosio Kultur, dan Standar Kompetensi Teknis.

D. Pengertian

1. Auditor adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil ASN

dilingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan,

keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas jabatannya.

3. Standar Kompetensi Auditor adalah ukuran kemampuan minimal

yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek

pengetahuan (knowledge), ketrampilan/keahlian (skill, dan sikap

perilaku (attitude) untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dalam

Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik.

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam

suatu satuan organisasi.

5. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revru,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan

tata kepemerintahan yang baik.



BAB II

STANDAR KOMPETENSI AUDITOR

A. Jenis Standar Kompetensi Auditor

1. Standar Kompetensi Umum/ Manajerial

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk

memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.

2. Standar Kompetensi Sosio Kultur

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan

terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat

majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan

kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus

dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja

sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

3. Standar Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang

spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

B. Kompetensi Manajerial

1. Integritas

Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam

kapasitas pribadi.

Level 1 Mampu bertindak sesuai nilai, norma, dan etika
organisasi dalam kapasitas organisasi

Level 2 Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja
untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika
organisasi

Level 3 Mampu memastikan, menanamkan keyakinan
bersama agar anggota yang dipimpin bertindak
sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam
lingkup formal

Level 4 Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong



kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi

Level 5 Mampu menjadi role model dalam penerapan standar
keadilan dan etika di tingkat nasional.

2. Kerjasama

Level 1 Berpartisipasi dalam kelompok kerja

Level 2 Menumbuhkan tim kerja yang partisipasif dan efektif

Level 3 Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan
kinerja orzanisasi

Level 4 Membangun komitmen tim yang sinergi

Level 5 Menciptakan situasi kerja sama secara konsisten,
baik di dalam maupun di luar instansi.

3. Komunikasi

Level 1 Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap,
pemahaman vang sama

Level 2 Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan
informal; Bersedia mendengarkan orang lain,
menginterpretasikan pesan dengan respon yang
sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato,
naskah, laporan, dll

Level 3 Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi
lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang
sensitif rumit/ kompleks.

Level 4 Mampu mengemukakan pemikiran multi dimensi
secara lisan dan tertulis untuk mendorong
kesepakatan dengan tuiuan meningkatkan kineria
secara keseluruhan

Level 5 Menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara
strategis untuk mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja.

4. Orientasi pada Hasil

Level 1 Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja

Level 2 Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang
lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari,
mencoba metode altematif untuk peningkatan
kineria

Level 3 Menetapkan target kerja yang menantang bagi
unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk
mendorong kineria

Level 4 Mendorong unit kerja mencapai target yang
ditetapkan atau melebihi hasil keria sebelumnya

Level 5 Meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi

5. Pelayanan Publik

Level 1 Menjalankan tuzas mengikuti standar pelavanan

Level 2 Mampu mensupervisi/ mengawasi/ menyelia dan
menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas
pemerintahan pelayanan publik secara transparan

Level 3 Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta
memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup
unit keria



Level 4 Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak dari lSU-lSU jangka
panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam
hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan
yang transparan, objektif, dan profesional

Level 5 Mampu memastikan kebiiakan-kebiiakan pelayanan
publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan
publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok/partai politik.

6. Pengembangan diri

Level 1 Pengembangan Diri

Level 2 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan
memberikan contoh dan penielasan cara
melaksanakan suatu pekerjaan.

Level 3 Memberikan umpan balik, membimbing

Level 4 Menyusun program pengembangan jangka panjang
dalam rangka mendorong manaiemen pembelajaran

Level 5 Menciptakan situasi yang mendorong organisasi
untuk mengembangkan kemampuan belajar secara
berkelanjutan dalam rang ka mendukung pencapaian
hasil

7. Mengelola perubahan

Level 1 Mengikuti perkembangan sesuai arahan

Level 2 Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan

Level 3 Membantu orang lain mengikuti perubahan,
mengantisiapasi perubahan secara tepat

Level 4 Memimpin perubahan pada unit kerja

Level 5 Memimpin menggalang dan emnggerakkan dukungan
pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan
secara berkelanjutan pada tingkat instansi/ nasional

8. Pengambilan keputusan

Level 1 Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai
kewenangan.

Level 2 Menganalisis masalah secara mendalam

Level 3 Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan
risiko keberhasilan dalam implementasi

Level 4 Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko
tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat
tindakan pengamanan; mitigasi risiko

Level 5 Menghasilkan solusi dan mengambil keputusan
untuk mengatasi permasalahan jangka panjang/
strategis, berdampak nasional



a. Persyaratan Jabatan

1. Pendidikan

(a) Persyaratan kualifikasi pendidikan dirumuskan dalam jenjang

pendidikan terendah yang layak untuk menduduki jabatan

atau kemampuan melakukan tugas jabatan dalam kondisi

normal (yang menggambarkan kemampuan pada umumnya)

Perumusan jenjang kualifikasi pendidikan dilakukan dengan

menganalisis relevansi atau keterkaitan langsung dengan

kemampuan melaksanakan tugas dan atau untuk

memiliki kompetensi dari suatu jabatan yang telah

dirumuskan dan ditetapkan. Rumusan jenjang pendidikan

berupa jenjang pendidikan minimal yang selayaknya dimiliki

untuk mampu melaksanakan tugas secara optimal meliputi

jenjang D III, Sl/DIV, S2 dan S3.

(b) Bidang studi yang relevan dengan tugas teknis atau kompetensi

teknis jabatan fungsional auditor.

(c) Apabila bidang teknis dari suatu jabatan bersifat multi disiplin

ilmu maka kualifikasi dirumuskan dalam beberapa bidang

studi yang substansi yang ada dalam mata kuliah/kurikulum

atau bidang keilmuan memiliki relevansi atau keterkaitan

langsung dengan uraian tugas/kompetensi teknis suatu

jabatan yang telah dirumuskan/ ditetapkan.

2. Pelatihan

Persyaratan jam pelatihan adalah jenis pelatihan minimal

yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi, dan menentukan

kelayakan untuk menduduki jabatan. Pelatihan dapat berupa

pelatihan manajerial, pelatihan teknis dan pelatihan

fungsional. jenis dan bentuk pelatihan yang dirumuskan hanya

pelatihan yang memiliki relevansi dengan tugas jabatan dan/

atau kompetensi yang telah dirumuskan/ ditetapkan.

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja dirumuskan dari pengalaman menduduki

jabatan di bidang tugas atau urusan pemerintah yang

memiliki relevansi langsung dan berkaitan erat dengan jabatan

baik dari aspek relevansi dan keterkaitan dengan tugas



jabatan, dan/ atau yang relevan dan memiliki keterkaitan dan

kesamaan kompetensi jabatan yang dirumuskan.

Suatu kompetensi dapat dimiliki melalui pengalaman

menduduki jabatan tertentu dalam jangka waktu tertentu

dengan kinerja yang baik maka akan memperoleh

kompetensi dan pengalaman sehingga layak untuk

menduduki jabatan. Berkinerja baik merupakan salah satu

indikasi yang bersangkutan telah memiliki suatu kompetensi.

4. Pangkat

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan

Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak,

dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan

sebagai dasar penggajian sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Perumusan pangkat dalam persyaratan jabatan sesuai

disesuaikan dengan uraian tugas, tingkat kesulitan, dampak

dan tanggung jawab.

5. Indikator Kinerja Jabatan

Indikator kinerja jabatan dirumuskan dalam bentuk:

a. Kuantitas dari produk/hasil kerja.

b. Kualitas dari produk/hasil kerja

c. Waktu penyelesaian produk/hasil kerja; dan/atau biaya

yang dibutuhkan untuk menghasilkan output/hasil kerja

atau outcome. Jenis ukuran disesuaikan dengan tingkat

pentingnya (urgensi) ukuran tersebut terhadap tugas

atau peran jabatan tersebut dalam organisasi.

C. Kompetensi Teknis

Kompetensi minimal Auditor bersifat kumulatif, artinya kompetensi

pada tingkat atau jenjang jabatan Auditor yang lebih tinggi

merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang

jabatan Auditor di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik di

jabatannya.



BAB III

PENUTUP

Standar Kompetensi Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten

Sorong bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Inspektorat dalam

rangka mendorong terwujudnya peningkatan kinerja KKP. Harapan

lain dari tersusunnya pedoman ini adalah Standar Kompetensi

Auditor dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang

dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat

dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai

dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

INSPEKTUR

CLIFF A. JAPSENANG, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda- IV/c

NIP. 19650427 198603 1 011
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